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I. UMUM 

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional mengingat 
jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai 
instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan 
berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, 
kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan 
Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat 
terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di 
luar negeri, khususnya di Arab Saudi. 

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi bahwa mulai tahun   
1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan 
ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (ordinary passport) yang 
berlaku secara internasional. Jemaah haji Indonesia yang selama ini 
menggunakan paspor haji, juga harus mengikuti kebijakan dimaksud.  

Dalam rangka memenuhi kebijakan penggunaan paspor biasa bagi 
jemaah haji, Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya untuk 
menjamin agar Penyelenggaraan Ibadah Haji tetap dapat dilaksanakan.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu melakukan 
perubahan terhadap ketentuan mengenai paspor bagi jemaah haji 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan mengubah ketentuan    
Pasal 1 angka 11, Pasal 7 huruf d, Pasal 32, dan Pasal 40 huruf a, yang 
terkait dengan penggunaan paspor haji.  

 
II.  PASAL . . . 
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